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ABSTRAK 

 

Pengangkatan tenaga honorer / kontrak dalam perkembangannya bertujuan untuk 

membantu kinerja pegawai negari sipil yang sudah kewalahan dalam menjalankan 

fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam hal pelayanan 

publik yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri.Tenaga honorer / 

kontrak memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang 

maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung 

dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa 

memuaskan masyarakat itu sendiri.  

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah bagaimana 

pelaksanaan kontrak kerja dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan 

dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang. Metode 

penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif, karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang 

tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. 

Perjanjian pelaksanaan pekerjaan di Puskesmas Padang Selasa merupakan 

bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Karena didalam perjanjian tersebut 

memberlakukan jangka perjanjian pekerjaan berakhir. Dalam  prakteknya 

sistem Perjanjian Pelaksanaan kontrak tenaga kesehatan  ini disesuaikan  dengan 

sistem pada teori yang disampaikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan 

syarat sah nya perjanjian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan sebagai dasar hukum pengangkatan tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan 

Kota Palembang khususnya pada Puskesmas Padang Selasa provinsi Sumatera 

Selatan tersebut, tidak ada satupun aturan yang secara spesifik membahas 

mengenai hak-hak serta perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh tenaga 

kontrak yang bekerja pada Puskesmas Padang Selasa. 

Kata Kunci :   Pelaksanaan kontrak kerja, tenaga kesehatan, perlindungan 

hukum  
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ABSTRACT 

 

The appointment of honorary/contract workers in its development aims to help the  

civil servants performance who are already overwhelmed in carrying out the 

functions of the local government, one of which is in terms of public services 

which is the local government function itself. Honorary / contract workers play an 

important role in the maximum public services implementation for the 

community, because public services are directly related to the community itself so 

that the public service process must be able to satisfy the community itself 

The problem formulation in this research is how to implement work contracts and 

legal protection for health workers with work agreements at the Padang Selasa 

Health Center in Palembang City. The research method used is normative research 

because it is aimed only at written regulations or other legal materials. 

The work implementation agreement at the Padang Selasa Health Center is a work 

agreement for a certain time because the agreement enforces the agreement for the 

work end. In practice, the health worker contract implementation agreement 

system is adjusted to the system in theory conveyed in Article 1320 of the Civil 

Code with the condition that the agreement is valid. Based on the laws and 

regulations which form the legal basis for the contract workers appointment at the 

Palembang City Health Office, especially at the Padang Selasa Health Center in 

South Sumatra Province, there are no specific rules that examine what the rights 

and legal protections are owned by contract workers who works at the Padang 

Selasa Public Health Center. 

 

Keywords :   work contracts implementation, health workers, legal protection
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau kegiatan yang melibatkan 

aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh swasta maupun lembaga 

pemerintah yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan 

kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup 

individu, kelompok dan masyarakat. 

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau kterampilan melalui pendidikan 

dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang memberikan jasanya 

seharusnya memperoleh kesejahteraan dalam pekerjaanya sebagai salah satu 

profesi. Fakta di lapangan, kesejahteraan tersebut belum bisa 

diberikan/dilaksanakan bagi para tenaga kesehatan. 

Banyak tenaga kesehatan yang memperoleh upah dibawah UMP padahal 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang upah. Pengupahan merupakan 

masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak 

professional dalam menangani pengupahan, tidak jarang menjadi potensi 

perselisihan serta mendorong timbulnya aksi mogok kerja dan atau unjuk rasa. 

Seperti yang terjadi di RSUD Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan 109 tenaga kesehatan honorer dipecat dengan tidak hormat oleh Bupati OI 
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dikarenakan melakukan mogok kerja yang disebabkan oleh nakes yang memilih 

tidak melakukan tugas sebagai garda terdepan melawan covid 19 , pemecatan 

mereka dikeluarkan melalui Surat Keputusan nomor 191/KEP/RSUD/2020.1 

Keberadaan tenaga kesehatan tersebut didasarkan pada pemikiran yang 

terkandung dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ,yang 

mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus pula merupakan tujuan 

nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosail. Idealitas hukum 

nasional pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan 

kemakmuran masyarakat.2 

Kesehatan memiliki arti sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang 

dapat hidup secara produktif secara sosial maupun ekonomis, baik dari segi 

mental, spiritual dan fisik juga sosial. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari 

hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus di upayakan sesuai dengan 

kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.3 

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap induvidu dan 

 
1 https:/sumsel.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-rangga-erfizal/bupati-oi-pecat-109-

nakes-buntut-mogok-kerja-tuntut-perlindung 

    2 İmam Syaukani, A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Depok : Rajawali Pres, 

2018, hlm. 82 
3 Sri Siswati, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang 

Kesehatan, cet.1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3 



3 

 

 

 

semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk 

masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai 

kemampuan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan 

berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarkat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut 

sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia,peningkatan ketahanandan daya saing bangsa, serta pembangunan 

nasional.4 

  Untuk pelayanan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 

ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan juga 

menekankan “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan 

yang merata dan terjangkau masyarakat". Sedangkan dalam hal pengaturan lebih 

lanjut telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144,yang kemudian ditambahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan 

kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang Agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat.yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

 
4 Muhamad Sadi Is, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, 

cet.1, Jakarta: Kencana hlm 26 
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daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan 

kesehatan. Kualitas kesehatan yang aman, dan bermutu, dan terjangkau juga 

merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka 

melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya 

kesehatan, khusunya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi 

kualitas,kuantitas, maupun pembayarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga 

kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, 

maupun pendayagunaannya. 

Tantangan pengembangan tenaga kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan 

masa depan adalah: 1). Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan 

belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pembangunan 

kesehatan; 2). Regulasi untuk mendukung upaya pembangunan tenaga kesehatan 

masih terbatas; 3). Perencanaan kebijakan dari program tenaga kesehatan masih 

lemah; 4) kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis tenaga 

kesehatan; 5). Kualitas hasil Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada 

umumnya masih belum memadai; 6) pendayagunaan tenaga kesehatan, pemertaan 

dan pemanfaatan tenaga kesehatan berkualitas masih kurang; 7). Pengembangan 

dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi belum 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan; 8). Pengembangan profess yang 

berkelanjutan masih terbatas; 9). Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga 

kesehatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan; 10). Sumber 
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daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih 

terbatas; 11). System informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat 

menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu; dan 

12). Dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan 

regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan 

melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sektor,dan 

peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah. Perencanaan 

kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan 

berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program.pembangunan 

keschatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan tersebut. Pengadaan tenaga 

kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui 

pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,maupun 

masyarakat, termasuk swasta. 

Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan 

yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan,dan pengembangan 

tenaga kesehatan, termasuk peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan mutu 

tenaga kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga 

kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui 

peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam 

pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi 
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sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga 

kesehatan. 

Pemerintah Pusat telah mengambil sebuah kebijakan atas perubahan 

mekanisme penyaluran Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2022 menjadi DAK 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022, tentang rincian  APBN tahun 

anggaran 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus non fisik 

Bidang Kesehatan tahun anggarann 2022, dimana tanggungjawab pengelolaannya 

berada ditangan Bupati / Walikota.Terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik 

dimana tanggungjawab pengelolaannya berada di tangan Bupati / Walikota. 

Perubahan atas kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehan no. 2 tahun 2022 tentang pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimana 

salah satu pembiayannya adalah untuk kegiatan promotif dan preventif yang 

diarahkan untuk membiayai tenaga kontrak ( tenaga promkes, nutrisionis, kesling 

) pada masing-masing puskesmas. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah adalah sebagai pihak 

eksekutif yang berfungsi sebagai roda yang menjalankan pemerintahan. Apalagi 

dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah secara langsung 

memberikan sumbangsih yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Di 

dalam perkembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk bekerja 

semakin giat guna meningkatkan kinerja dari pernerintah daerah itu sendiri. Hal 

ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana 
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aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di setiap daerah dapat 

terakomodir dengan baik.5 

Otonomi daerah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah 

untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri, schingga aspirasi 

dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota, 

bupati/walikota diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas 

untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik, 

wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai 

dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas 

menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena 

aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang.6 Wewenang 

pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan disegala aspek 

termasuk di dalamnya adalah pengajuan pengangkatan pegawai negeri sipil dan 

pengangangkatan tenaga honorer/kontrak didaerah. 

Pengangkatan tenaga honorer / kontrak dalam perkembangannya bertujuan 

untuk membantu kinerja pegawai negari sipil yang sudah kewalahan dalam 

menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam hal 

pelayanan publik yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu 

sendiri.Tenaga honorer / kontrak memegang peranan penting demi 

terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab 

 
5 M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi  Daerah dan Implikasinya, Total Media, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 71. 
6 Sadjijono, Bab – Bab Hukum Administrasi, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2011, hlm 

59-60. 
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pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri 

sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.  

Alasan diberlakukannya tenaga honorer/kontrak itu sendiri karena 

banyaknya instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai 

upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di 

daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar. Hal ini didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun. 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan : “Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai 

tidak tetap". Pegawai tidak tetap inilah yang dapat dikategorikan sebagai tenaga 

honorer / kontrak. Tenaga honorer / kontrak menurut PP Nomor 48 Tahun 2005 

tentang pengangkatan tenaga honorer/kontrak menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: 

Tenaga honorer / kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 

tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

Kota Palembang merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah 

berdasar otonomi daerah dalam struktur dan sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan negara hukum, yaitu segala tindakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota 

Palembang maka diperiukan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan 

kepada seluruh warga masyarakat kota Palembang yang terdiri dari dua unsur, 

yaitu PNS dan non PNS. atau biasa disebut sebagai tenaga honorer/kontrak. 

Berdasarakan PMK no 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan dan Surat Edaran Kadinkes Kota Palembang, 

Puskesmas dapat mengangkat Tenaga kontrak BOK ( tenaga Promkes, Nutrisionis 

dan Sanitarian ). Tenaga kontrak BOK tersebut adalah Pegawai Pemerintah  

dimana perjanjian kerja mereka berlaku selama 1 (satu) tahun yang bisa 

diperpanjang setiap akhir tahun atau paling lambat minggu pertama di bulan 

Januari. Sesuai dengan kebutuhandaerah dan kesepakatan pemangku jabatan pada 

Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas Padang Selasa. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan kedudukan dan 

perlindungan hukum bagi para tenaga honorer/kontrak di kota Palembang untuk 

mendapatkan masa depan yang lebih baik atau untuk bisa diangkat menjadi CPNS 

oleh pemerintah pusat menjadi tidak mempunyai suatu kepastian.Dengan 

berlakunya Undang-Undang ASN keberadaan tenaga honorer/kontrak kemudian 

dihapus. Istilah tenaga honorer/kontrak tidak ada dalam Undang-Undang ASN 

dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan 

tetapi tenaga honorer/kontrak tidak bisa menjadi pegawai dengan menggunakan 

perjanjian kerja ini karena, untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja harus melalui tahapan seleksi dan les sehingga pemerintah daerah tidak bisa 

asal menerima dan menjaring pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 
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harus sesuai dengan kebutuhan karena Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK). 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di 

Lingkungan Dinas Kota Palembang (pegawai non Pegawai Negeri Sipil) yang 

bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang khususnya pada Puskesmas Padang 

Selasa Ilir Barat 1 Palembang. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di Puskesmas 

Padang Selasa Kota Palembang ? 

b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dengan 

Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang ? 

3. Ruang Lingkup 

Lingkup penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian Pelaksanaan Kontrak 

Kerja dan Perlindungan Hukumnya terhadap Tenaga Kesehatan di Puskesmas 

Padang Selasa Kota Palembang. 
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4.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk; 

a. menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga 

Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa Kecamatan Ilir Barat 1 Kota 

Palembang. 

 b. menganalisis terhadap Perlindungan Hukum terhadap Tenaga 

Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa. 

2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu, khususnya berkaiatan dengan Perjanjian Kontrak 

Kerja di bidang Tenaga Kesehatan. Secara praktis hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau informasi lanjutan dari 

penelitian terdahulu tentang perjanjian kontrak kerja tenaga kesehatan. 

5. Kerangkan Teoritis dan Konseptual 

5.1. Kerangka Teoritis 

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mendasarkan 

kepada Teori Keadilan, Teori Hukum Perjanjian dan Teori Perlindungan 

Hukum. 
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a. Teori keadilan  

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan Theo Huijibers 

adalah :7 

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, disini 

berlaku kesamaan geometris 

2. Keadilan dalam jual beli 

3. Keadilan seagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga 

publik 

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum 

Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah fairness( justice as 

fairness ).8 

b. Teori Hukum Perjanjian 

Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata,yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya" 

 Selanjutnya perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut 

arbeldsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian,Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 

memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian.antara 

 
7 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap ( Dari Klasik Ke Postmodernisme), Ctk. 

Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242 
8 Ibid, hlm. 246 
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pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. 

Wirdjono Prodjodikoro sesuai Pasal 1601 huruf a menyebut tentang 

perjanjian perburuhan. 9  Sedangkan Soebekti ada menyebut tentang 

Perjanjian Perburuhan yang sejati. 10  Pengertian perjanjian kerja yang 

umum, dapat dilihat dalam Pasal 1601 huruf a KUH Perdata memberikan 

pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana 

pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak 

lain (simajikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah”. Selanjutnya,Pasal 1601 KUH Perdata huruf b, 

menentukan tentang Persetujuan pemborongan kerja adalah “suatu 

persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk 

menyelesaika suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan 

harga yang telah ditentukan". Selain pengertian normatif seperti di atas 

Imam Soepomo berpendapat, bahwa perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian dimana pihak kesatu(pekerja/buruh), mengikatkan diri untuk 

bekerja dengan menerima upah dan pihak kedua yakni majikan/pengusaha 

mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.  

  Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengartikan perjanjian atau 

kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu 

hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak 

 
9 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuant Tertentu, 

Cet. VII, Sumur - Bandung. hlm. 67. 
10 Soebekti, 1960, Pokok - Pokok Hukum Perdata, Cet.V, Penerbit CV Pembimbing Masa, 

Jakarta, hlm. 131. 
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di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi 

dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.11 

Sebagai bagian dari perjanjian atau kontrak pada umumnya, maka 

perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kontrak, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 

1 menyatakan:Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umu, 

kesusilaan. 

Selanjutnya KUH Perdata juga mengatur syarat syahnya perjanjian / 

kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 

1.  Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya: 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu;. 

4. Kuasa yang halal. 

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sebagaimana 

dietentukan secara imperative dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat 

subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai 

berikut: 

a. “Noneksistèns”, artinya tidak ada kontrak, jika tidak ada kesepakatan; 

 
11 Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Kontrak Baku ( Standard Perkembangannya Di 

Indonesia ), Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 3. 
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b.  Verniettigbaar", artinya kontrak.dapat dibatalkan,jika kontrak tersebut 

timbul karena adanya cacat kehendak (wilsgeoreke) atau karena 

ketidakcakapan (onbekwaamheid) (syarat Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 

dan angka 2), yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat 

subjektif, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan  

c.  Nictig, artinya kontrak batal demi hukum, jika kontrak tersebut tidak 

mempunyai objek atau pokok persoalan tertentu atau tidak dapat ditentukan 

objeknya serta mempunyai sebab atau causanya yang dilarang (syarat Pasal 

1320 KUH Perdata angka 3 dan angka 4),yang berarti hal ini terkait dengan 

syarat objcktif, schingga kontrak tersebut batal demi hukum.12 

Dalam Pasal 1338 KUH perdata juga berkaitan dengan suatu 

perjanjian/kontrak yaitu berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Satu 

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh uadang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.13 

 
12 J. H. Niewenhuis , 1985, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Djasadin 

Saragih, Surabaya, hlm. 2. 
13 Satjipto Raharjo, 2003, Sisi – Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm 

121 
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Pcrlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan 

kepada subyek-subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, yang pada karya ilmiah ini akan lebih 

difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak 

keschatan dan kesalamatan tenaga kontrak sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang. 

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan 

terhadap tenaga kerja, untuk memberi keharmonisan dalam bekerja. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, dengan tetap melihat perkembangan kemajuan dunia 

bidang keschatan. 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu14: 

 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif 

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

 
 

14 Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, 

Surakarta. Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas 

Maret. 
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dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa 

atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

5.2. Kerangka Konseptual 

a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci 

b.Kontrak kerja adalah dokumen yang memiliki kekuatan untuk mengelola 

hubungan tenaga kerja dengan pemberi kerja  

c. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 15  

d. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah 

kerjanya. . 

6. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif, 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – 

peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. 16 

 

 
15 Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014 
16 Bambang Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, 

hlm. 35 
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2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan Masalah dilakukan dengan pendekatan undang – undang, yang 

dilakukan dengan menelaaah semua undang – undang dan regulasi  yang 

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya data-data 

penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua.17 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa : Norma dasar atau 

kaidah dasar, peraturan Dasar, Peraturan perundang – undangan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti sccara tidak langsung dari 

objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, 

buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu 

menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

diantaranya: 

1) Bahan Hukum Primer,yang terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian;  

 
17 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm. 98. 
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c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

d) Undang - Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009; 

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  2 tahun 2022. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu yang berupa literatur - literatur yang ada hubungannya dengan 

perjanjian atau kontrak tenaga kerja dan jurnal; 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus hukum dan ensiklopedia. 

  c.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara dokumentasi. 

Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian. 

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) 

bahan hukum tersier. 

d.Teknik Analisis Data 

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan 

komprehensif dengan cara deskriptif analitis uinuk menjawab permasalahan 

di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan, yaitu Pertama, data yang dianalisis beraneka 
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ragam memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; Kedua, sifat dasar data yang 

dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif dan merupakan satu kesatuan 

yang bulat (holistic). 

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan 

digunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap 

pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan 

perjanjian atau kontrak kerja terhadap tenaga kesehatan di Kota Palembang. 

7. Sistematika Penulisan 

Penulis tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan sistematika 

penulis sebagai berikut: 

Bab I. : Bab Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang,perumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis 

dan konseptual, metode penclitian dan sistematika penulisan. 

Bab II. : Tinjauan pustaka yang berisi antar lain: Tinjauan Tentang 

pelaksanaan Kontrak Kerja , Tenaga Kesehatan, Manajemen Puskesmas, 

dan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak . 

Bab III.: Mengambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus 

menguraikan pembahasan / analisis tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja dan 

perlindungan hukum Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan 

Kota Palembang, dengan Dana Alokasi Khusus terhadap tenaga kesehatan 

pada Puskesmas Padang Selasa 
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